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ABSTRAK

Nama/NIM : ZIA KHALIDA /180106089

Judul : Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus
Penganiayaan Menurut Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008
Tentang Lembaga Adat (Studi Kasus di Gampong Klieng

Cot Aroen)
Tanggal Sidang
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing | : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA
Pembimbing Il . Safira-Mustaqilla, S.Ag., MA
Kata Kunci . Adat, Penganiayaan, Tuha Peut,

Undang-undang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan bahwa penyelesaian
masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
Lembaga Adat Tuha Peut terlibat secara langsung dalam perencanaan program
kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi Tuha Peut, maka bisa
diartikan bahwasanya Tuha Peut adalah lembaga permusayawaratan gampong,
dan fungsinya juga memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.
rumusan masalah pada tulisan ini yaitu: Bagaimana peran lembaga Tuha Peut
dalam menyelesaikan kasus penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen?, dan
Apa saja kendala lembaga Tuha Peut. dalam menangani penyelesaian kasus
penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen?.Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis peran dan. kendala Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus
penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode penelitian snormatif empiris. Dengan jenis penelitian
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke instansi terkait,
masyarakat setempat, juga menggunakan.data dari bahan kepustakaan. Beberapa
isu utama yang diidentifikasi-meliputi-Gampong Klieng Cot Aroen, Tuha Peut
memiliki mekanisme yangterstruktur dalam: penyelesaian kasus penganiayaan.
Proses dimulai dengan pelaporan dan pemeriksaan awal untuk validasi kasus.
Tuha Peut kemudian mengadakan mediasi untuk mencapai solusi damai,
termasuk kompensasi atau sanksi sosial. Jika mediasi gagal, kasus dapat
dilanjutkan ke jalur hukum formal, dengan evaluasi dilakukan setelahnya.
Kendala Tuha Peut meliputi keterbatasan sumber daya, dukungan masyarakat
yang tidak konsisten, dan intervensi pihak luar yang memengaruhi
independensinya. Selain itu, perubahan nilai budaya lokal juga menantang
efektivitas proses mediasi mereka. Penyelesaian kasus oleh Tuha Peut di
Gampong Klieng Cot Aroen efektif dalam menjaga harmoni sosial dan
menegakkan hukum adat.
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TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan.transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf Arab | Nama _|.Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf Nama
Latin Arab Latin
\ ARIf | tidak tidak ¢ ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan | kan titik di
bawah)
8 Ba’ b Be L za z zet
(dengan
titik di
bawah)
3 Ta’ t te o ‘ain : koma
terbalik
(di atas)
o Sa’ § es(dengan | ¢ Gain g Ge
titik di
atas)
z Jim J je - Fa’ f Ef
c Ha’ h ha ] Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)
B Kha’ kh ka dan ha U Kaf Kk Ka
2 Dal d de J Lam I El
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B Zal Z zet 3 Mim Em
(dengan
titik di
atas)
o Ra r Er Nun En
o= Zai z zet Wau We
3 Sin S es Ha’ Ha
X Sy sy es danye 3 Hamz Apostrof
ah
o= Sad $ es (dengan Ya’ Ye
titik di
bawah)
= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap ataudiftong.

1) Vokaltunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fatheh A A
kasrah I I
dammah U U

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda

Nama huruf

Gabungan huruf

Nama

fathah dan ya’

Ai

adani




oTe fathah dan wau Au adanu

Contoh:
U_US -kataba
et -fa‘ala
S5 Zukira
N
J

3. Maddah

Maddah" atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Nama Huruf dan Nama
dan-Huruf Tanda
“46.! fathah dan afif atau A a dan garis di atas
ya

kasrah dan yg’

=1

i dan garis di atas

h

dammah dan wau u dan garis di atas

Contoh:
Jé Jdb -gala
¢ -rama
Ak -gila
JaSEG —yagiil

4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:
1. Ta’ marbitah hidup
ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbitah mati

ta’ marbitah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.



’

3. Kalau dengan Kkata yang terakhir adalah
ditransliterasikan dengan ha (h).

marbitah itu

Contoh:
Jo e YALLE  rqud ah al-agfal
R -raud atul agfal
s WAl -al-Madinah al-Munawwarah

‘ -AL-Madinatul-Munawwarah
t%eG  -falhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau rasydid-yang dalam tulisan_Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau fasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

-rabbana
-nazzala
-al-birr
-al-hajj
-nu’ ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J' );"hamun dalam transliterasi ini kata‘sandang itu dibedakan atas
kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang
diikuti huruf gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang-diikuti-oleh-huruf.syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf: /1/ diganti dengan huruf yang
sama dengan huruf yang-langsung-mengikuti-kata sandang itu.
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan
dengan tanda sempang.

Contoh:
AL -ar-rajulu
cEl -as-sayyidatu
L -asy-syamsu

st -al-galamu

Xi



&m\ -al-badri‘u
AR -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
%i’:j U5 -ta’ khuZina

3 -an-nau’
(5 -syai 'un
b -inna
sl -umirtu
r’s‘ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang
dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga
dengan'kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

W alfad -Wa,inna A/Lah Tahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
4l ““Fa auf al-kaila wa, al-mizan
é -Fa auful-kaila wal- mizan
RECRP S| LIbréhim adl-Khalil
-Ibrahimul-Khalil
-Bismillahi majraha wa mursah
-Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti man
istata‘a ilahi sabila
Bacd i g gl 5o -Walillahi ‘alan-nasi hijjul-baiti manistatd ‘a
ilaihi sabila

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
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kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat.
Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.

Contoh: |

-Wa ma Muhammadun illa rasul
-Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
- lallazt bibakkata mubarakkan
-Syahru  Ramadan-. al-lazi unzila fih al-

Qur’anu
-Syahru Ramad anal-laziwnzila fihil qur’anu
syl L -Wa lagad ra @hu bil-ufug al-mubin
: Wa laqad ra ‘ahu bil-ufuqil-mubini
Of Asem o X -Alhamdu /illahi rabbi al- ‘alamin

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
B ¢ -Nasrun minallahi wa fathun garib
Jadd Ny -Lillahi aloamru Jjami‘an
Lilldhil=amrujami ‘an
wte s 30 Ko WCS - Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tawid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Iimu
Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
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2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia,
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

AR-RANIRY
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke,
membentuk daerah-daerah yang tersebar di wilayah Nusantara diakui
sebagai negara kesatuan.! Desa” merupakan=bahagian dari daerah-daerah
tersebut dan memiliki peran penting dalam proses: pembentukan negara
Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945
menyebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota
mengatur'dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas. otonomi
dan tugas pembantuan”. Selain pasal yang disebutkan di atas dalam Pasal
18B Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan
istimewa, serta menghermati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya.

Terbentuknya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kemudian
menempatkan Aceh sebagaisatuan pemerintahan daerah yang bersifat
istimewa dan" khusus, merujuk-—pada—karakter khas sejarah perjuangan
masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan semangat juang yang tinggi.
Negara mengakui atas kekhususan Aceh dan dapat dilihat melalui Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-
undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MOU
(Memorandum of Understanding) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh
Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan

! Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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bagian daripada rekonsiliasi secara bermartabat yang diharapkan menuju

pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Undang-undang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan bahwa
penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui
lembaga adat. Lembaga adat sendiri berfungsi dan berperan sebagai wahana
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan
pemerintahan kabupaten maupun_kota di.bidang ketentraman, keamanan,
kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Adapun mengenai lembaga adat
telah diatur dalam.Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan

Tuha Peut:merupakan salah satunya.

Gampong atau kampung merupakan pemeritahan desa yang
dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut dengan Geuchik. Dalam
melaksanakan pemerintahan seorang Geuchik dibantu oleh perangkat
gampong. Selain dari Geuchik dalam'sebuah pemerintahan gampong juga di
awasi oleh Tuha Peut. Tuha Peut merupakan lembaga gampong yang
hampir meyerupai peran legislatif ditingkat”kampung. Sedangkan untuk
eksekutif ‘merupakan unsur® dart .geuchik: dan perangkat Imeum
Meunasah. Unsur-unsur tuha-peut'terdiri-dari masyarakat gampong yang
dipilih oleh masyarkat gampong itu; sendiri secara musyawarah dan
mufakat.

Dalam menjalankan pemerintahan gampong, peran lembaga Tuha
Peut berpengaruh cukup besar bagi roda pemerintahan gampong. Karena
lembaga Tuha Peut terlibat secara langsung dalam perencanaan program
kerja pihak eksekutif gampong. Jika dilihat dari fungsi Tuha Peut, maka

bisa diartikan bahwasanya Tuha Peut adalah lembaga permusayawaratan



gampong, dan fungsinya juga fungsi pengawasan, sehingga fungsi Tuha
Peut ini memiliki kesamaan dengan fungsi anggota legislatif.

Tuha Peut sendiri memiliki fungsi pengawasan, yang merupakan
bagian dari legisltaif gampong, sehingga diatur pula dalam peraturan daerah.
Adapun tugas dan fungsi Tuha Peut gampong sebagaimana telah disebutkan
dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat adalah

sebagai berikut:
Tuha Peut gampoeng mempunyai tugas berupa:

1. MembahaS dan juga menyetujui anggaran.-pendapatan serta
anggaran belanja gampong;

2. Membahas dan juga menyetujui ganun gampong;

3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong;

4. Menampung dan menyalurkan aspirasi  masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong;

5. 'Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Geuchik;

6. Memberi nasehat dan pendapat kepada Geuchik atau nama lain
baik diminta maupun tidak. diminta;dan

7. Menyelesaikan sengketa ~ yang = timbul dalam masyarakat
bersama pemangku adat.

Dalam bermasyarakat' tentu ‘akan ditemui berbagai problematika
yang terjadi, seperti dapat diambil ‘sebuah contoh kasus penganiayaan.
Penganiayaan yang sering terjadi di masyarakat, mulai penganiayaan ringan
sampai penganiayaan yang menyebabkan kematian. Secara umum, tindak
pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya

pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi

2 Delfi Suganda, “Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan
Korupsi Dana Gampong”, Al-ldarah:Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Volume 2, No.1,
januari-juni 2018, him.62



perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan
berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan
rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh
dapat menimbulkan kematian.® Dalam hal ini, penulis mengambil contoh
kasus yang terjadi di Gampong Klieng Cot Aroen, Kecamatan Baitussalam,
Kabupaten Aceh besar. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, 13 Oktober
2021 lalu dimana telah terjadi perselisihan adu mulut antara saudara C dan
saudara B sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saudara C
kepada Saudara B_sehingga menyebabkan terjadinya luka ringan di area
bibir saudara B. Setelah insiden itu terjadi saudara B ‘merasa dirugikan dan
kemudian membuat laporan mengenai penganiaayaan yang dialaminya ke
PolsekBaitussalam. Kemudian pihak Polsek Baitussalam melimpahkan
pengaduan tersebut ke pihak Tuha Peut Gampong Klieng Cot Aroen guna
ditangani dan diselesaikan dengan damai. Selama proses mediasi dalam
perselisinan antara saudara B dan_Saudara C pihak Tuha Peut Gampong
berperan sebagai penengah dalam penyeiesaiansengketa yang terjadi, akan
tetapi belum adanya titik temu dari penyelesaian sengketa tersebut.

Dengan uraian tersebut di atas, penulis terdorong untuk melakukan
kajian secara mendalam ke bentuk skripsi dengan mengangkat judul ”Peran
Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Penganiayaan Menurut Qanun
Aceh No. 10 Tahun 2008 Tentang lLembaga Adat (Studi Kasus Di
Gampong Klieng Cot Aroen)?.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan secara rinci di atas,

maka masalah dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

3 Ismu Gunadi, Hukum Pidana,( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), him.100



1. Bagaimana peran lembaga Tuha Peut dalam menyelesaikan kasus
penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen?

2. Apa saja kendala lembaga Tuha Peut dalam menangani penyelesaian
kasus penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen?

C. Tujuan Penulisan
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin
dicapai penulis dalam penulisan-ini dari perspektif kriminologi berupa:
1. Untuk mengetahui peran Lembaga Tuha Peut .dalam menyelesaikan
kasus penganiayaan di Gampong Klieng Cot Aroen.
2. Untuk/mengetahui kendala Lembaga Tuha Peut di Gampong Klieng

Cot Aroen dalam menyelesaikan kasus penganiayaan.

D. Manfaat Penulisan
Manfaat dari hasil penulisan ini adalah berupa:

1. Manfaat secara teoritis: Hasilpenulisan dapat memberikan kegunaan
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada bagian ilmu hukum,
dan<dapat dijadikan sebagai bahan pedoman atau -acuan dalam
penulisan lain yang sesuai dengan-bidang penulisan yang penulis
telitr.

2. Manfaat secara prakiis: Diharapkan dapat digunakan sebagai
informasi' bagi-masyarakat atau praktisi-hukum dan instansi terkait
tentang efektivitas penyelenggaraan lembaga Tuha Peut ditinjau dari
Qanun Aceh No.10 tahun 2008.

E. Penjelasan Istilah

Dalam menggunakan istilah seringkali menimbulkan beberapa
penafsiran yang memiliki arti berbeda dengan yang dimaksudkan, sehingga
sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan

mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan



istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang
terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sebagai
berikut :
1. Peran
Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang
dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.* Istilah peran dalam
“Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara
(film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan _di masyarakat. Peran yaitu merupakan aspek dinamis
kedudukam (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban
sesuai .dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan
ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang
satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya®
2. Tuha Peut
Tuha Peut, lembaga adat yang menjadi unsur.pemerintahan gampong
atau Kampung yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan
gampong.®
3. Kasus Penganiayaan
Pengertian penganiayaan berdasarkan. Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah suatu periakuan yang sewenang-wenang.’
4. Qanun
Istilah ganun dapat ditemukan dalam bahasa Arab merupakan
bentuk kata kerja dari ganna. Hal ini sebagaimana penjelasan

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 ) him.845

5 Soerjono Suekamto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Pers,2009), him.123

6 Delfi Suganda, “Fungsi Strategis Tuha Peut Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan
Korupsi Dana Gampong”, Al-ldarah:Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, Volume 2, No.1,
januari-juni 2018, him.62

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta : Balai Pustaka,2007 ) him.780



Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja ganun adalah ganna yang
artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (to make law,
to legislate). Dalam perkembangannya, kata ganun berarti hukum
(law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang (statute,

code)®

F. Kajian Pustaka

Pertama skripsi‘yang diteliti oleh Muhammad Ridha, Mahasiswa dari
Fakultas Syariah® dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh, Tahun 2016 yang berjudul “Peran Geuchik dan Tuha,Peut Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus
di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen)”. Skripsi ini merupakan penulisan Normatif dalam skripsi ini
memfokuskan penulisan mengenai peran Geuchik dan Tuha Peut dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan studi
kasus di-Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga Kabupaten
Bireuen.®

Kedua skripsi yang diteliti oleh Dwi Indayana, Mahasiswa dari
Fakultas IImu Sosial dan llmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-
Raniry Banda Aceh, Tahun 2020 'yang berjudul “Tata Kelola Majelis Adat
Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi Aceh” Metode yang
digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif, Hasil
penulisan menunjukkan bahwa tata kelola Majelis Adat Aceh sudah berjalan

dengan baik, hal ini dapat dilihat dari proses pembinaan lembaga adat

8 Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang
Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)

9 Muhammad Ridha, Peran Geuchik dan Tuha Peut Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Gampong Cot Meurak Blang Kecamatan Samalanga
Kabupaten Bireuen), (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2016)



pelaksanaannya sudah adanya partisipasi dari berbagai pihak terkait seperti
para pengurus Majelis Adat Aceh, lembaga-lembaga adat lainnya serta
masyarakat dalam berbagai program yang dibuat. Berorientasi pada konsesus
yaitu Majelis Adat Aceh sudah bertindak sebagai penengah atau penghubung
antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyelesaian masalah yang ada

di masyarakat dengan cara melaksanakan pembinaan lembaga adat.°

Ketiga jurnal yang-ditulis oleh Andri Kurniawan, Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2010 dengan
judul “Tugas .dan Fungsi Geuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten
Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Gampong”. Jurnal ini merupakan penulisan hukum normatif yang
menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Berdasarkan dari hasil
penulisan yang ada pada skripsi int bahwa tugas dan fungsi Geuchik Tuha
Peut dalam menyelenggaraan pemerintahan gampong Lampisang Kecamatan
Peukan Bada, belum sepenuhnya berjalan dengan-efektif, karena disebabkan
oleh faktor tidak berjalannya hubungan fungsional antara lembaga gampong
dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong.*

Perbedaan dari pada-kajian-pustaka-di-atas dengan penelitian penulis
ialah skripsi ini membahas bagaimana peran dart. Tuha Peut dalam
menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan di Gampong Klieng Cot
Aroen yang terletak di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

G. Metode Penulisan

10 Dwi Indayana, Tata Kelola Majelis Adat Aceh Dalam Pembinaan Lembaga Adat Di Provinsi
Aceh, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2020)

11 Andri Kurniawan, Tugas dan Fungsi Geuchik, Tuha Peut Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan
Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Gampong, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala,
Tahun 2020)



Metode penulisan merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan
suatu penulisan.? Setiap penulisan ilmiah, diperlukan cara-cara untuk
memahami penulisan karya ilmiah.!®* Dari pemaparan yang penulis
kemukakan di atas, diperlukan adanya metode penulisan yang digunakan
untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Pendekatan penulisan
Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis
empiris.* Yuridis;'karena penulisan ini merupakan penulisan hukum
yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum
positif/yaitu UU tentang Pemerintahan Aceh. Empiris, karena
dilakukan dengan mengidentifikasi. dan melihat keadaan riil yang
terjadi tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan amanat
dalam UU tersebut di lapangan.
2. Jenis penulisan
Adapun jenis penulisan. ini adalah jenis penulisan yang
bersifat penulisan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penulisan ini
dianalisis secara kualitatif, yaitu <dengan mengumpulkan data,
mengkualifikasikan  kemudian — menghubungkan teori  yang
berhubungan dengan . masalah..dan menarik kesimpulan untuk
menentukan hasil. Penulisan kualitatif menunjukkan bahwa penulisan
ini lebih; fokus kepada kehidupan masyarakat, tingkah laku,
fungsionalisasi, organisasi, sosial, hubungan kekerabatan, dan
manfaat regulasi hukum bagi khalayak ramai atau masyarakat.
3. Sumber data

2 Riduwan, Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penulisan, (Bandung: Alfabeta, 2015), him.
23

13 Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penulisan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003),
him. 3

14 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penulisan Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),
(Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 13-14



10

Penulisan tersebut bertujuan untuk mendapatkan bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier,
didukung oleh data lapangan.®®

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang
bersifat autoriatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum
primer terdiri langsung dari perundang-undangan, catatan resmi
atau risalah .dalam pembuatan perundang-perundangan dan
putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang terdiri dari
Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, dan Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pemerintahan
Gampong.t®
b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan- hukum sekunder adalah semua publikasi
tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi, publikasi
tentang hukum berupa :buku-buku teks, kamus hukum, jurnal
hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.’
c. Sumber bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan atau data-data yang memberikan

informasi tentang hukum primr dan sekunder, contohnya adalah
ensiklopedi, majalah, media massa, dan internet.

4. Lokasi penelitian

15 Dillah Philips, Metode Penulisan Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015), him. 122

16 Mahmud Marzuki, Penulisan Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), him.
181

17 1bid., him. 181
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Penelitian ini dilakukan di Gampong Klieng Cot Aroen Kec.
Baitussalam, Aceh Besar, penulis memilih lokasi tersebut untuk mengetahui
bagaimana penyelenggaraan Tuha Peut berjalan di Gampong tersebut,
apakah sudah sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008.

5. Teknik analisis data
Analisis data merupakan hal‘yang sangat penting dalam melakukan
sebuah penulisan, hal ini-diwujudkan dalam untuk'memberikan jawaban atas
masalah yang sedang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data, maka
terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data
yang ada untuk dapat diketahui validitasnya, untuk selanjutnya diadakan
pengelompokan terhadap data yang sejenis untuk kepentingan analisis dan
penulisan, sedangkan evaluasi dilakukan terhadap data dengan pendekatan
kualitatif. Dengan demikian, Teknik Penarikan Kesimpulan pada penulisan
ini menggunakan metode deduktif, yakni proses penalaran berawal dari hal-
hal yang bersifat umum. untuk kemudian menentukan hal khusus sehingga

mencapai suatu kesimpulan.

6. Alat pengumpulan data
Menurut Soejono Soekanto;, dalam penulisan lazim dikenal 3 jenis
alat pengumpulan data, yaitu dengan studi dokumen atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi, -dan wawancara —atau interview.'® Jadi,
pengumpulan data dalam penulisan inidengan menggunakan metode yaitu
sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran

18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Mataram: PT.
Rajagrafindo Persada, 2010), him. 27
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antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang
yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan
dengan masalah penulisan kepada seorang responden.
b. Studi dokumen
Studi dokumen merupakan alat pengumpulan data melalui
data tertulis, dan data itu diperolen dengan mempelajari,
membaca,-dan mengidentifikasi, untuk mendapatkan datanya.
Studi dokumen bagi penulisan hukum meliputi, studi bahan-
bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
7. Pedoman penulisan
Adapun pedoman penulisan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah
merujuk kepada buku “Pedoman Penulisan Skripsi” yang diterbitkan oleh
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar=Raniry Darussalam Banda Aceh tahun
2019.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara
sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu
rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, tinjauan pustaka,
metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan mengenai Pengertian Geuchik dan
Tuha Peuet dalam Sistem Adat, Landasan Hukum Tentang Peran Geuchik
dan Tuha Peuet di Lembaga Adat Gampong, Kewenangan Tuha Peuet dalam
Qanun Adat Aceh.
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Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai Profil Wilayah Gampong
Cot Klieng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, Peran Tuha Peuet dalam
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan, Proses dan Tata Cara
Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana penganiayaan.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan
saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada
umumnya mengenai penyelenggaraan.. Tuha Peut dalam kehidupan
bermasyarakat pada Gampong Cot Klieng Aroen.



